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PIMPINAN DPRD KOTA BUKITTINGGI 
PRO VINSI SUMATERA BARAT 

PERATUFtAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA BUKITTINGGI 

NOMOR 01 TAHUN 2022 

TENTANG : 

PERUBAHAN ICEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
NOMOR 1 TAHTJN 2018 TENTANG TATA TERTIB 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 

Menimbang a. bahwa keberadaan Fraksi di DPRD sangat terpegaruh 
dengan perkembangan dan dinamika partai politik yang 
ada; 

b. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, perlu 
disesuaikan sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Nomor 20 Tahun 1956); 

2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 



3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara 
Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6197); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai 
Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah 
Daerah, dan Pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 
tentang Orientasi dan Pendalaman tugas Anggota DPRD 
Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota; 

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah 
Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 26), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah 
Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 34). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KOTA BUKITTINGGI. 

Passil I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 26), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi 
Tahun 2020 Nomor 34), diubah sebagai berikut: 



1. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 124 

Fraksi DPRD terdiri dari: 
a. Fraksi Portal Gerakan Indonesia Raya; 
b. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 
c. fraksi Partai Demokrat; 
d. Fraksi Partai Golongan Karya; 
e. Fraksi Amanat Nasional Persatuan; dan 
f. Fraksi Nasdem-PKB; 

Pasal II 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya daIam Berita 
Daerah Kota Bukittinggi 

Ditetapkan di Bukittinggi 
pada tanggal: 8 JuIi 2022 

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA BUKITTINGGI 

Diundangkan di Bukittinggi 
pada tanggal: H Tub 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKVITINGGI 

BERITA DAERAH KOTA BUKIITINGGI TAHUN 2022 NOMOR 

3 


